Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2012
TENTANG

KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui
ketersediaan, akses dan keamanan pangan di Jawa Barat, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang
Kemandirian Pangan Daerah;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

[Undang-Undang Nomorl [1I] [Tahun] [1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Sistem Budi
Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3478);

[Undang-Undang [Nomoi [/] [Tahun] [I199§ tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3656);
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10.

11.

12.
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2
Undang-Undang [Nomord B2 [Tahun [P004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

[Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2071]] tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan] [Pemerintah] [Nomor [Tahun] P002 tentang

Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4254);

Peraturan] [Pemerintah] [Nomoq [fahun] RO07 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 10 lTahun 2004
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

[Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 27 Tahun 201(Q
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor
27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 90);
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14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menetapkan

dan
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Barat

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan
dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani
di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
peternakan dan/atau budidaya perikanan, termasuk petani
di kawasan hutan.

Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan
dan/atau beserta keluarganya yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,
bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam
proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan
makanan atau minuman.

http://www.bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/12pdprovjabar003.pdf

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari
sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang
diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi
manusia.

Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah
dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari
daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan
Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan
rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan
maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan
potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan
kearifan lokal.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan
bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata,
dan terjangkau serta sesuai dengan keyakinan dan budaya
untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara
berkelanjutan.

Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya
pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan/atau
sumber lain.

Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada
masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang
diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat
mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan
manusia serta membahayakan kesehatan serta
ketidaksesuaian dengan keyakinan agama dan budaya,
sehingga aman untuk dikonsumsi.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan
pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah
persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan
pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses
menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,
mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau
mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.

Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses
pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak
tergantung pada satu jenis pangan, melainkan bermacam-
macam bahan pangan.
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21. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang

menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan
pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau
rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan
keamanan pangan.

Bagian Kedua
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah berasaskan :

a. kemandirian;

b.partisipatif dan gotong royong;

c. manfaat dan lestari;

d.pemerataan;

e. keadilan;

f. kesejahteraan; dan

g. berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3

Kemandirian pangan Daerah bertujuan untuk:

a.
b.

£.

mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional,;

menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan
memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi
secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi
masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan
budaya lokal,;

meningkatkan kemampuan melakukan produksi pangan
secara mandiri;

memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga
yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan
masyarakat;

meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan
pangan;

meningkatkan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan
Daerah di tingkat nasional dan internasional; dan

menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bagian Keempat
Kedudukan
Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan Daerah
berkedudukan sebagai :

a.

pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam merumuskan program dan kegiatan
dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan Daerah;
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